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Ringkasan Eksekutif

Laporan ini memberi peninjauan umum tentang luasnya dan sifatnya penyiksaan yang
dilakukan selama konflik internal berlangsung di Timor-Leste pada periode
penjajahan. Laporan ini menguraikan bahwa penyiksaan dialami secara luas dan
dilakukan dan didukung oleh berbagai macam kelompok. Laporan ini menunjukkan
bahwa militer dan polisi Indonesia melakukan kebanyakan penyiksaan, namun
keterlibatan dan dukungan langsung dari orang-orang Timor Leste (termasuk anggota
partai politik lokal serta anggota intel dan milisi) adalah sangat penting untuk
melanjutkannya. Keikutsertaan orang-orang lokal dalam penyiksaan membuat para
penduduk Timor Leste merasa marah, curiga dan kurang percaya pada satu sama lain.

Ditunjukkan dalam laporan ini bahwa metode-metode penyiksaan beraneka ragam
dan bertujuan untuk menghancurkan integritas fisik dan psikologi korban. Laporan
ini menjelaskan bahwa penyiksaan digunakan untuk ketentuan spesifik seperti
memperoleh pengakuan, menghukum orang yang diduga sebagai pelawan atau untuk
menteror penduduk. Laporan ini juga menjelaskan bahwa kelompok tertentu seperti
perempuan dan anak masing-masing mengalami penyiksaan tertentu. Walaupun
penyiksaan adalah praktek spesifik, bagi para penderita, praktek ini seringkali
merupakan satu jenis pelanggaran antara banyak pelanggaran lain. Walaupun
demikian, para korban menggunakan berbagai strategi perlawanan untuk mengatasi
penganiayaannya.

Laporan ini memberi evaluasi singkat tentang masing-masing mekanisme keadilan
pada masa transisi yang ditetapkan untuk menangani penindasan yang dilakukan di
Timor Leste pada masa lalu. Laporan ini kemudian memberi peninjauan luas tentang
pikiran para penderita tentang masing-masing badan peradilan. Hanya sedikit
penderita mengetahui tentang proses yudisial yang didirikan di Jakarta (Pengadilan
Ad Hoc) dan Dili (proses kejahatan berat). Para penderita bersama-sama mempunyai
pendapat negatif terhadap proses yang dijalankan di Dili. Mereka melaporkan bahwa
penuntutan terhadap orang-orang Timor Leste tidak adil dan menimbulkan trauma,
dan pada akhirnya proses tersebut menciptakan konflik baru dalam komunitas.

Para pendertia lebih mengetahui CAVR (Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan
Rekonsiliasi). Laporan ini menunjukkan bahwa para penderita menyambut usaha
CAVR untuk mengungkapkan kebenaran dan mendorong rekonsiliasi dalam
komunitas. Para penderita menegaskan bahwa laporan CAVR seharusnya didistribusi
secara luas dan diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, para penderita juga mencatat
bahwa ada masalah dengan CAVR; yang menyangkut persoalan tentang keikutsertaan
orang-orang (baik pelaku maupun korban), personil CAVR dan keadilan. Persoalan
terakhir dipertajam ketika para penderita membahas CTF (Komisi tentang Kebenaran
dan Persahabatan). Kemampuan CTF untuk merekomendasi amnesti dikutuk secara
luas.

Laporan ini mencatat bahwa para penderita penyiksaan tetap mempunyai kebutuhan
medis, psikologi dan sosial. Para penderita membahas kesulitan yang dihadapi jika
hidup di negara yang tidak mempunyai sumber daya dasar untuk menangani
persoalan-persoalan tersebut. Keprihatinan disampaikan tentang pekerjaan,
pendidikan dan keamanan pribadi. Selain itu, penyiksaan yang dilanjutkan oleh polisi
Timor Leste disebutkan sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Keadilan untuk



penyiksaan yang dilakukan pada masa lalu dianggap sebagai persoalan sentral dalam
pengembangan Timor Leste yang demokratis. Peradilan pidana untuk tindakan
penyiksaan, dan pelanggaran berat lainnya dianggap sangat penting untuk
menghormati martabat para korban, memperkuat supremasi hukum, dan memberi
kerangka kuat untuk rekonsiliasi dan pembangunan. Semua penderita berpendapat
bahwa ada keperluan untuk tetap menuntut keadilan.



A. Pendahuluan dan Metodologi

Dari 1975 sampai 1999, penyiksaan merupakan hal yang sering mengiringi tindakan
pemolisian dan keamanan di Timor-Leste. Banyak orang meninggal sebagai akibat
penyiksaan, namun sejumlah besar orang selamat dari pelanggaran berat ini. Orang-
orang ini sering menghadapi banyak masalah — misalnya, mereka dapat mengalami
kesulitan psikologi dan fisik dan barangkali mereka tidak dapat bekerja, atau kurang
mampu mengatasi kehidupan sehari-hari. Penyiksaan menimbulkan beraneka ragam
akibat yang dihadapi sehari-hari oleh para penderita di Timor Leste.

Laporan ini memberi ringkasan tentang bagaimana penyiksaan dilakukan selama
konflik berlangsung di Timor-Leste pada periode penjajahan. Laporan ini meneliti
siapa yang terlibat dalam penyiksaan dan mengapa pelanggaran ini dilakukan. Selain
daripada memberi indikasi tentang penderitaan spesifik yang dialami oleh korban
penyiksaan, dan bagaimana para penderita mengatasi perlakuan tersebut, laporan ini
juga menunjukkan bahwa penyiksaan hanya merupakan satu aspek dari pelanggaran
hak asasi manusia dan penganiayaan yang dilakukan secara luas dan menimbulkan
akibat bagi sebagian besar penduduk - vyaitu, para penderita penyiksaan telah
mengalami berbagai macam penderitaan selama periode yang cukup lama.

Laporan ini juga memberi indikasi tentang persepsi para penderita penyiksaan tentang
mekanisme keadilan yang dibentuk untuk Timor-Leste pada masa transisi. Laporan
ini menunjukkan pikiran para penderita tentang pengadilan Ad Hoc di Jakarta, proses
kejahatan berat di Dili, Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi serta
Komisi untuk Kebenaran dan Persahabatan. Secara keseluruhan, para penderita
penyiksaan merasa tidak puas dengan badan-badan tersebut dan tetap menuntut upaya
lain yang akan memberi keadilan.

Laporan ini ditulis oleh seorang akademikus yang bekerjasama dengan JSMP.
Laporan ini didasarkan pada analisa terhadap dokumentasi dari Komisi untuk
Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) serta dokumemtasi dari sumber
akademik dan NGO-NGO. Selain itu, antara November 2005 sampai Februari 2006,
staf dari unit outreach JSSMP melakukan 15 wawancara teliti dengan para penderita
penyiksaan di seluruh distrik Timor-Leste. Wawancara ini, yang dirinci pada
lampiran, merupakan kerangka untuk laporan ini.

B. Peninjauan Luas tentang Penyiksaan

Penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan merupakan sifat integral dari
penjajahan Indonesia. Laporan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Komisi untuk
Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) mengidentifikasikan 17,169 korban
yang mengalami penahanan sewenang-wenang, 8,508 korban penyiksaan dan 6,872
korban penganiayaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.28). Dengan mengingat persoalan yang
menyangkut pengumpulan data (misalnya, CAVR mengalami kesulitan untuk
memperoleh keterangan, pada khususnya di wilayah tertentu atau dari kelompok
tertentu), maka layak untuk menduga bahwa angka-angka tersebut mengurangi jumlah
kekerasan yang sebenarnya dilakukan.

Pada 2000, Dewan Rehabilitasi Internasional untuk Korban Penyiksaan melakukan
penilaian keperluan psikososial di Timor-Leste (Modvig et al, 2000). Setelah



mewawancarai anggota dari 1033 rumah tangga, mereka menunjukkan bahwa,
walaupun ada kekurangan statistik, 587 responden mengatakan bahwa mereka
mengalami penyiksaan. Sebagaimana dijelaskan olehnya (2000:1763):

Penyiksaan psikologi (411 [40%]), pemukulan fisik (336 [33%]), dan
pemukulan kepala dengan atau tanpa helm (267 [26%]) adalah jenis
penyiksaan yang paling sering dilaporkan, dan jenis peninyiksaan lain
termasuk direndam dalam air (126 [12%]), disetrum (124 [12%]),
menindih tangan (102 [10%]), dan perkosaan atau kekerasan seksual (54
[5%])...207 (20%) responden merasa bahwa mereka tidak pernah akan
sembuh dari pengalamannya, dan 424 responden (41%) merasa bahwa
mereka hanya dapat sembuh jika diberi bantuan.

Pada dasarnya, penyiksaan dialami secara luas di Timor-Leste. CAVR
menggambarkan tiga periode dimana penyiksaan dilakukan secara besar-besaran —
pada 1975, selama konflik senjata internal dan penjajahan oleh Indonesia; antara 1976
dan 1984, ketika operasi militer Indonesia pada skala besar digunakan untuk
menghancurkan perlawanan; dan pada 1999, selama jajak pendapat dan setelahnya
ketika militer Indonesia dan milisi-milisi yang mendukungnya berangkat dari Timor
Leste (CAVR, 2005: Bab 7.4.23-27). Antara 1985 sampai 1998, penyiksaan
dilakukan pada tingkat rendah dan sebagian besar dilakukan pada orang tertentu yang
ditargetkan. Namun, semua wilayah dipengaruhi oleh penyiksaan selama periode
pertama dan terakhir dari penjajahan, dimana penyiksaan digunakan secara lebih luas
di distrik-distrik yang berbatasan dengan Timor Barat, sedangkan antara 1980-1985,
penyiksaan lebih sering terjadi di distrik-distrik bagian timur dimana kegiatan
perlawanan dianggap kuat (ibid). Laporan CAVR mengatakan bahwa ‘jelas tidak ada
batasan tentang apa yang boleh dilakukan oleh petugas polisi dan militer untuk
memperoleh informasi’ (CAVR, 2005: Bab 7.4.569-570, 805).

C. Siapa yang Terlibat dalam Penyiksaan?

Dari segi tanggungjawab, CAVR (2005: Bab 7.4.33) mencatat bahwa pelaku utama
penyiksaan adalah militer Indonesia, polisi dan kaki tangannya (seperti anggota milisi
asal Timor Leste). Kelompok-kelompok ini dinyatakan terlibat dalam 82.4% kasus
penyiksaan dan penganiayaan. Anggota Fretilin atau pejuang perlawanan disebutkan
sebagai pelaku dalam 11.5% kasus dan anggota UDT disebutikan dalam 3.8% kasus.
Keikutsertaan pihak lokal dalam pelanggaran hak asasi manusia membuat para
penduduk Timor Leste merasa marah dan tidak saling percaya; suatu persoalan yang
mendasari kekerasan dan kekacauan yang terjadi baru-baru ini.

1. UDT dan Fretilin

Perang sipil internal di Timor-Leste berakar pada tindakan Unido Democrética
Timorense (UDT) yang, pada tanggal 11 Agustus 1975, meluncurkan gerakan
bersenjata untuk meniadakan ‘komunis Fretilin’. Gerakan ini berlangsung sampai
tanggal 20 Agustus 1975, ketika Fretilin memulai perlawanan bersenjata. Namun,
selama periode singkat ini, para anggota UDT menyerang dan membakar desa-desa
yang memberi dukungan kuat kepada Fretilin. Banyak orang — sebagian besar adalah
laki-laki dewasa yang sebenarnya mempunyai, atau diduga mempunyai, kaitan
dengan Fretilin - ditahan sewenang-wenang dalam pusat penahanan yang dibuat



dengan seadanya dan terlalu penuh dengan tahanan. Dalam pusat penahanan tersebut,
mereka dipaksa melakukan pekerjaan, mengalami kondisi yang tidak sehat serta tidak
diberi air dan makanan yang memadai. Perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan
sering terjadi tetapi tidak dilakukan secara sistematis (CAVR, 2005: Bab 7.4.798-
799).

Sebagai jawaban, Fretilin melakukan tindakan bersenjata dengan mentargetkan
ratusan pemimpin dan pendukung UDT, anggota Apodeti, para administrator
Portugis, penduduk sipil dan bahkan anggotanya sendiri. Selama empat tahun
berikutnya, Fretilin melakukan pembunuhan dan penahanan secara luas terhadap
orang-orang yang diduga sebagai musuh, kolaborator dan mereka yang mengkritik
pimpinan Fretilin. Orang-orang ditahan di berbagai tempat yang dibuat dengan
seadanya dan terlalu penuh dengan tahanan, dimana para tahanan mengalami kondisi
tidak sehat, dipaksa bekerja dan tidak diberi makanan yang memadai (CAVR, 2005:
Bab 7.4.266-268). Penyiksaan — termasuk pemukulan berat, dicambuk, dibakar,
ditelanjangi, ditusuk dan teknik-teknik untuk merendahkan martabat — dilakukan
secara luas selama interogasi dan sebagai hukuman (CAVR, 2005: Bab 7.4.800-801).
Selain itu, para pemimpin Fretilin mendorong penduduk lokal untuk melakukan
kekerasan terhadap satu sama lain (CAVR, 2005: Bab 7.4.44). Walaupun mereka
mengetahui tentang kegiatan tersebut, para pemimpin Fretilin tidak melakukan
intervensi (CAVR, 2005: Bab 7.4.800-801) dan persoalan ini, dimana orang Timor
melawan orang Timor, mempertajam divisi lama antara komunitas dan juga
menciptakan divisi baru — kenyataan yang tentu saja dimanipulasi oleh militer
Indonesia (CAVR, 2005: Bab 4.75).

2. Para Petugas Indonesia

Penyiksaan sering terdapat dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan penyiksaan
yang dilakukan di Timor-Leste adalah kelanjutan perlakuan yang serupa (Lawyers
Committee for Human Rights, 1993). Di daerah seperti Timor-Leste, yang dianggap
‘berbahaya’ dari segi keamanan, penyiksaan dilakukan secara rutin dan luas. Hal ini
sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa semua aspek kehidupan di Timor Leste
dimiliterisasi, dijaga atau dikendalikan. Ada Kodahankam Timor Timur, Korem,
Kodim, Koramil, Regimen Tim Kombat, Intel, Kopassus, Polisi Militer, Brimob, serta
unit polisi pada tingkat kabupaten dan kecamatan (CAVR, 2005: Bab 4.39). Oleh
karena itu, barangkali tidak mengejutkan jika laporan CAVR menunjukkan bahwa
dalam 82.4% kasus penyiksaan dan penganiayaan, para responden menyatakan bahwa
militer dan polisi Indonesia langsung terlibat (CAVR, 2005: Bab 7.4.33).

Walaupun para korban biasanya adalah laki-laki, yang berumur antara 20-40 tahun,
yang sebenarnya mempunyai atau diduga mempunyai kaitan dengan Fretilin atau
Falintil, mereka mempunyai latar belakang yang cukup berbeda. Para korban juga
termasuk perempuan, anak, orang lanjut usia, mahasiswa, guru, petugas pemerintah
lokal, orang Timor Leste yang terdidik, seluruh keluarga, orang yang diduga
melakukan ilmu hitam atau siapa saja yang dianggap ‘berpolitik’ (Amnesty, 1991).
Orang-orang yang dilaporkan sebagai korban penyiksaan yang dipimpin oleh
Indonesia ‘berasal dari hampir setiap bagian dalam masyarakat Timor Leste’
(Amnesty, 1985:11).

3. Kaki Tangan Asal Timor Leste



Lebih dari sepertiga (37.1%) kasus penyiksaan dan penganiayaan yang dicatat oleh
CAVR menyebutkan keikutsertaan oleh Kaki Tangan asal Timor Leste (CAVR, 2005:
Bab 7.4.33). Orang-orang Timor Leste bekerja dalam tentara Indonesia’ tetapi juga
ikut serta dalam gang ‘ninja’, milisi, unit intel dan pasukan pertahanan sipil. Bila
menjalankan peranan tersebut, mereka memungkinkan para pegawai Indonesia untuk
menyampaikan konsep bahwa Indonesia adalah pihak netral di negara yang mudah
meledak dan penuh dengan konflik (Human Rights Watch, 1995; Robinson, 2001).

Kelompok paramiliter mempunyai sejarah panjang di Timor-Leste dan kelompok
tersebut juga digunakan oleh para administrator Portugis, serta pasukan Australia
selama Perang Dunia Kedua (Robinson, 2001). Pada awal tahun 1990-an, militer
Indonesia membentuk gang-gang ‘ninja’ lokal yang melakukan ‘operasi
pembunuhan’. Ninja yang berbaju hitam, bekerja pada malam hari dan menutup
kepala, melakukan serangan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung
kemerdekaan — korbannya akan ‘dihilangkan’ atau mayatnya akan dibiarkan di tempat
umum sebagai cara untuk menteror penduduk lokal (Robinson, 2001).

Militer Indonesia juga menjalankan peranan sentral dalam pembentukan, pelatihan
dan pengajaran kelompok-kelompok milisi (CAVR, 2005:Bab 4.126). Para
komandan milisi, yang diberi target perekrutan untuk setiap desa, dibayar gaji untuk
memobilisasi, mengkoordinasi dan memelihara anggota lokal (Dunn, 2003).
Robinson (2001:277) mencatat bahwa cukup banyak orang bergabung dengan milisi
‘di bawah paksaan’, misalnya sebagian ‘orang yang menolak’ ditahan sampai empat
bulan, disiksa dan diancam akan dibakar dan diperkosa (CAVR, 2005: Bab 7.4.563;
Cribb, 2001). Namun, cukup banyak orang Timor Leste memilih untuk bergabung
dengan milisi untuk melakukan dendam atas kekerasan yang dipimpin oleh Fretilin
pada tahun 1970-an, agar dapat menjadi berkuasa dengan membawa senjata atau
untuk menunjukkan dukungan bagi rezim yang menguntungkan keluarganya.
Sebagian anggota milisi sebelumnya mengambil bagian dalam gang-gang yang
melakukan kejahatan, atau juga didaftarkan sebagai anggota tentara, dan hanya
melakukan pekerjaan di bawah naungan yang berbeda (ibid; CAVR, 2005: Bab
4.129). Selama 1998 dan 1999, para anggota milisi menunjukkan kekuasaannya
dengan melakukan tindakan kekerasan secara sembarangan yang sering bersifat
oportunis, yang juga termasuk penyiksaan.

Militer Indonesia juga dibantu oleh jaringan kuat yang terdiri dari informan dan orang
yang mencari intelijen. Misalnya, banyak orang Timor Leste bergabung dengan
Pasukan Pertahanan Sipil atau dipekerjakan sebagai Babinsa, dengan memberi
informasi penting kepada militer lokal dan sebagian bekerja sebagai mata-mata atau
informan (dikenal sebagai Intel), yang memantau dan memberi informasi tentang para
penduduk di desanya. Banyak penderita penyiksaan yang diwawancarai berkomentar
bahwa mereka pada awalnya ditangkap karena dilaporkan oleh seorang Timor Leste.

Secara keseluruhan, komunitas-komunitas Timor Leste dimiliterisasi dan
dikendalikan melalui jaringan-jaringan intelijen yang luas (CAVR, 2005: Bab 4.95).

1 Pada bulan Juli 1998, 6097 orang Timor Leste telah menjadi anggota Pasukan Bersenjata (ABRI), sebagian besar adalah
anggota tentara, tetapi lebih dari 500 adalah anggota polisi. Mereka biasanya mempunyai pangkat yang lebih rendah (CAVR, 2005:
Bab 4).



Keadaan ini menghancurkan kepercayaan dalam komunitas-komunitas dan mendasari
suasana kecurigaan dan ketakutan karena para penduduk desa tidak selalu mengetahui
siapa yang dapat atau tidak dapat dipercaya (Sherlock, 1996).

D. Mengapa orang-orang disiksa?

Sesaui dengan persepsi umum, penyiksaan digunakan sebagai cara untuk memperoleh
pengakuan dari tersangka dan intelijen tentang ‘musuh’. Interogasi yang penuh
kekerasan digunakan untuk memperoleh informasi tentang anggota pihak perlawanan,
lokasi senjata atau strategi politik. Namun, penahanan dan penyiksaan juga digunakan
untuk membuat orang mengalah dan menghormatinya.

Fretilin, misalnya, menggunakan Renal (Campo de Rehabilitacdo Nacional) untuk
menghukum anggota Fretilin atau Falintil yang ‘tidak patuh’ serta penduduk sipil
yang perlu ‘dididik kembali’. Banyak orang ditahan karena mengkritik pimpinan
Fretilin, melanggar peraturan partai atau karena diduga sebagai kolaborator. Setelah
dicap sebagai ‘penghianat’, tahanan seringkali mengalami penganiayaan dan
penyiksaan yang berat. Mereka ditahan selama waktu tidak menentu, sampai
dianggap mereka telah mengalah (CAVR, 2005: Bab 7.4.228).

Selama penjajahan, para pegawai Indonesia menyiksa orang-orang karena tidak ingin
ikut serta dalam operasi militer seperti operasi ‘Pagar Betis’, karena menolak
bergabung dengan kelompok milisi, tertidur selama patroli malam, atau tidak
menghadiri demonstrasi untuk menyambut kunjungan dari delegasi internasional atau
orang yang berkedudukan tinggi. Penyiksaan digunakan karena para tahanan dianggap
tidak menghormati rezim. Sebaliknya, penyiksaan digunakan sebagai alat pencegah
untuk ‘membuat bungkam’ orang-orang yang diduga sebagai pelawan apabila ada
kunjungan oleh orang internasional (Amnesty, 1985:74-5, 1991).

Penyiksaan juga dilakukan oleh pegawai Indonesia untuk menghentikan orang yang
diduga mempunyai kaitan dengan Fretilin. Para tahanan jangka panjang akan disiksa
setiap enam bulan dan diklasifikasi sesuai dengan kaitannya dengan partai (CAVR,
2005: Bab 7.4). Demikian pula, penahanan dan penyiksaan digunakan untuk
melemahkan perlawanan politik dan komunikasi antara para anggota Fretilin. Selama
tahun 1990-an, misalnya, banyak mahasiswa muda ditangkap dan disiksa atas dasar
bahwa dianggap terlibat dalam gelombang perlawanan yang baru.

Keluarga-keluarga yang dianggap ‘berpolitik’ juga mengalami teknik-teknik
intimidasi secara berkala dan anggota keluarga dapat diberi ‘semacam hukuman’
dimana mengalami pelanggaran karena mempunyai kaitan dengan orang tertentu
(CAVR, 2005: Bab 7.4.803-804). Hukuman yang diberikan pada anggota keluarga
mempunyai berbagai tujuan — untuk mengintimidasi keluarga spesifik, menghentikan
bantuan (seperti makanan, bantuan medis atau informasi) dari keluarga itu kepada
Fretilin, untuk melemahkan semangat para pelawan dan memberi peringatan kepada
orang lain tentang akibat dari perlawanan (Pinto, 1997). Perempuan, yang
menjalankan peranan sentral dari segi kebudayaan dan komunitas dalam gerakan
kemerdekaan, seringkali jadi sasaran pertama untuk diberi hukuman tersebut (Franks,
1996).
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Penyiksaan juga digunakan untuk menyebarkan teror. Misalnya antara 1998-1999,
para anggota milisi melakukan penyiksaan untuk mengintimidasi penduduk,
menegaskan kekuasaan pasukan pro-otonomi atas komunitas, dan menghukum orang-
orang yang mendukung gerakan pro-kemerdekaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.664-675).
Selama periode tersebut, penyiksaan seringkali dilakukan di depan umum dan mayat-
mayat orang yang dibunuh diletakkan pada tempat umum di desa. Strategi ini
bermaksud untuk merendahkan martabat korban dan menteror orang-orang lain
(CAVR, 2005: Bab 7.4.808).

Pada tingkat perorangan, penyiksaan dimaksudkan untuk melemahkan integritas
korban dari segi psikologi dan politik. Dari awalnya, orang yang melakukan
penangkapan seringkali menganggap korban yang disiksa sebagai binatang yang
‘lebih rendah daripada manusia’. Praktek ini disatukan dengan teknik-teknik umum
(seperti menelanjangi korban, melakukan kekerasan seksual dan mengambil foto para
tahanan) yang digunakan untuk merendahkan martabat korban dan membuatnya
merasa aib. Kegiatan lain untuk membuat korban tidak berdaya termasuk membuat
tahanan lain ‘memberi pengakuan’ dan membuat keterangan yang memberatkan
sesama tahanannya, atau membuat para tahanan menyiksa tahanan yang lain. Strategi
ini, yang mengikutsertakan korban dalam penyiksaan orang lain, berhasil karena
menghancurkan persatuan kolektif dalam kelompok-kelompok perlawanan; suatu
persoalan yang juga berhubungan dengan usaha untuk membuat orang-orang menjadi
informan atau ‘merubah’ orang-orang supaya mereka menjadi ‘pendukung’ rezim,
atau membuat ‘anggota klandestin dan mantan gerilya Falintil bekerja untuk Kesatuan
Intel’ (CAVR, 2005: Bab 4.110).

Akhirnya, selain daripada alasan strategis tersebut, penyiksaan juga dilakukan demi
keuntungan pribadi atau kemauan orang individu yang melakukan penyiksaan.
Penyiksaan kadang-kadang dilakukan untuk memeras uang dari tahanan atau
keluarganya atau karena si penyiksa ingin mendapatkan dendam atas tindakan yang
dilakukan sebelumnya atau karena mempunyai kemauan khusus yang sadis atau
bersifat seksual (Amnesty, 1985).

E. Penyiksaan sebagai satu jenis pelanggaran antara banyak pelanggaran
lain

Tanpa mengurangi arti kebrutalan tersebut, penyiksaan adalah hanya satu pelanggaran
antara banyak pelanggaran lain. Penahanan itu sendiri cukup menakutkan bagi banyak
orang. Misalnya, tahanan dipindahkan secara berkala dari satu lokasi ke lokasi lain.
Teknik ini membuat korban merasa bingung dan terisolasi serta membawanya jauh
dari keluarga, teman dan jaringan dukungan, sambil memungkinkan beberapa satuan
yang berbeda untuk melanjutkan penyiksaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.569-570).
Akibatnya, orang-orang disiksa di beberapa lokasi yang termasuk, tempat militer;
gedung sipil yang besar seperti gudang, toko dan hotel; rumah pribadi yang diambil-
alih; gedung polisi; gedung pemerintahan lokal seperti kantor desa dan aula; penjara
lokal, pada khususnya penjara Comarca dan Becora di Dili, dan penjara Buruma di
Baucau; penjara-penjara di Indonesia; rumah korban; kamp-kamp transit yang
digunakan untuk penyerahan dan penangkapan massal; struktur yang dibuat dengan
seadanya seperti lubang di tanah; serta tempat-tempat umum (Amnesty, 1985; CAVR,
2005: Bab 7.4).
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Selain daripada praktek-praktek tersebut, para tahanan juga mengalami berbagai
macam penghinaan selama ditahan. Mereka diberi makanan yang tidak dapat
dikonsumsi (yang dicampur dengan kaca atau tinja), dipaksa menelanjangi diri,
diisolasi selama periode yang lama, diletakkan dalam sel yang gelap (sel kecil tanpa
penerangan dan dengan ventilasi yang terbatas), ditahan dalam kondisi kesehatan
yang tidak baik (para tahanan harus membuang air di lantai) atau ditempatkan
bersama terlalu banyak tahanan lainnya (CAVR, 2005: Bab 7.4.806). Antara 1980
sampai 1986, ribuan orang ditransfer ke pulau Atadro dimana mereka menderita, dan
seringkali meninggal sebagai akibat dari malnutrisi dan kelaparan. Orang-orang yang
ditransfer mengalami penganiayaan dan kekerasan.  Kondisi tersebut berarti
penahanan menimbulkan banyak trauma, tanpa melihat apakah tahanan juga disiksa
atau tidak.

Namun, selain daripada penahanan spesifik tersebut, para korban juga menghadapi
sejumlah penganiayaan yang lain. Misalnya, para korban menyaksikan atau
mengalami pembunuhan anggota keluarga dan temannya, rumahnya dihancurkan dan
harta dan uangnya dicuri, mereka dipindahkan, mengalami malnutrisi dan kelaparan,
kehilangan semua komunikasi dengan keluarga, dan banyak perempuan dipaksa
menjadi budak seksual.

F. Pengalaman para penderita Penyiksaan

Ada berbagai macam jenis kekerasan yang dilakukan sebagai penyiksaan. Selama
wawancara, para korban menggambarkan banyak pengalaman yang menyakiti,
termasuk: pemukulan (dengan tinju, kayu, besi, kabel dan bambu); dibakar dengan
rokok (di setiap bagian tubuh, tetapi secara khusus di tempat sensitif seperti alat
kelamin, kelopak mata dan mulut); dipotong (dengan pisau atau silet); dipukul pada
kepala (pada khususnya ketika korban memakai helm besi); ditendangi; dicambuk;
disetrum (sekali lagi, di setiap bagian tubuh tetapi pada khususnya di kepala, ibu jari,
alat kelamin dan payudara); direndam dalam air yang didinginkan dengan es atau
yang sangat kotor, atau direndam dalam urin; diletakkan di tempat kecil dan diserang
oleh binatang kecil (seperti cicak atau ular); kekerasan seksual (termasuk ditelanjangi
ditindih di bawah kaki meja (meja diduduki oleh para pemeriksa); garam atau air
jeruk limun digosok pada lukanya; dipaksa berdiri di bawah matahari selama periode
lama; dipaksa minum urin atau darah; atau dipaksa makan bagian tubuh; tidak diberi
makanan; dan ancaman pembunuhan diarahkan pada korban dan anggota
keluarganya. Teknik yang merendahkan martabatnya, seperti menelanjangi korban,
juga sering digunakan.

Selain daripada metode tersebut, penyiksaan juga seringkali menyangkut penghinaan
simbolis. Para tahanan sering dipaksa menyanyikan lagu, membuat pernyataan publik
bahwa mereka menolak Fretilin atau melakukan ritual yang melibatkan bendera
Indonesia. Misalnya, sebagian penderita dipaksa mengambil sumpah di depan
komunitas dan mencium bendera Indonesia. Alerico menjelaskan pengalamannya
ketika ditahan oleh para petugas militer Indonesia,

Saya diwawancarai bersama dengan lima orang lainnya. Kami ditahan

dalam sel besi yang ditandai dengan tulisan Fretilin. Setelah diinterogasi,
kami dipukuli. Kemudian kami disuruh menyanyikan lagu Fretilin yang
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bernama Foho Ramelau. Ketika sedang bernyanyi lagu tersebut kami
dipukul dengan besi. Kemudian kami harus memotong rambut kami... Kami
berada di sana selama kira-kira 12 jam.

Orang-orang yang disiksa sering dipaksa menghormati simbol kebudayaan dari rezim
Indonesia.

1. Menggambarkan Penyiksaan Brutal

Selama penelitian ini dikumpulkan, para penderita masing-masing menggambarkan
bagaimana disiksa. Keterangan ini seringkali mengerikan. Di sini, kami
menyampaikan beberapa contoh dari pengalaman para penderita.

Kami semua derita. Saya ditahan dalam kamar dengan 48 orang lain. Kami
diberi makanan sekali sehari dan selalu dipukuli. Kami diinterogasi selama
berminggu-minggu [oleh militer Indonesia]. Banyak orang dipukul sampai
mati, sebagian orang muntah darah dan sebagian berdarah dari giginya..
Tidak pernah orang yang sama memukuli kami, setiap dua atau tiga hari
orang lain menggantikannya. Mereka menggunakan sepatu bot dan ada alat
yang serupa dengan telepon yang digunakan untuk setrum. Mereka
menggunakan tang untuk memotong penis.. Salah satu teman saya dipaksa
makan orang laki-laki lain dan seorang serdadu berusaha untuk membuang
air besar dalam mulutnya...Saya dipukuli secara berat. Sekarang saya
berdarah dari pantat dan hidung. Sebagian gigi saya hilang dan saya tidak
dapat berdiri dengan baik ... untung saya bisa selamat (Manuel).

Saya ditahan oleh intel militer dan disiksa empat kali selama tiga malam
berturut-turut. Mereka menggunakan ekor ikan hiu untuk memukuli saya
dan saya sangat kurus ketika pulang ke rumah. Sebagai akibat dari
penyiksaan, tulang saya keluar dari tubuh dan dipatahkan. Saya baru
sembuh lama setelah itu... Pada saat itu mereka menghina kami seperti
binatang, mereka memperlakukan dan memukul kami seperti binatang (Gil).

Ketika saya tidak melaporkan diri, mereka mengirim dua Hansip untuk
menangkap saya. Saya dibawa ke Koramil dimana mereka menendangi dan
memukuli saya, dan memukul saya dengan kayu. Saya punya luka yang
sangat berat. Setelah itu saya dipaksa duduk di bawah matahari selama
berjam-jam (Bosco).

Militer Indonesia mengetahui bahwa kami membawa surat dan makanan ke
hutan. Kami ditangkap dan ditahan di Kodim selama sebulan... mereka
menyiksa kami dengan setrum, mereka memukuli kami dan taruh kursi pada
jari kaki kami. Pada 1996, militer Indonesia menangkap saya lagi. Mereka
menggunakan silet untuk memotong kening saya dan saya pingsan (Jacinta).

Saya ditangkap dan disiksa enam kali [oleh petugas Indonesia]. Mereka
menyiksa saya dengan setrum. Mereka mencabut kuku jari kaki dan
menindih kaki kami dengan duduk di atas kursi. Mereka juga melakukan
penyiksaan yang sangat spesifik dengan membakar rokok pada penis, pantat
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dan telinga saya... Saya juga disiksa sehingga kehilangan sebagian besar gigi
dan tulang-tulang di punggung saya semua dipatahkan (Felimeno).

Saya ditangkap oleh UDT pada 1975. Mereka menghancurkan lambang
Fretilin saya. Mereka memukuli telinga saya dan mencekik saya. Saya
pingsan untuk waktu lama. Saya begitu marah tetapi tidak dapat lakukan
apa-apa karena tidak berdaya. Kami derita banyak, mereka tahan kira-kira
70 orang dalam satu sel. Saya melihat mereka menusuk orang lain di mulut;
orang-orang berdarah sampai mati (Clementino).

Pernyataan tersebut menunjukkan kenyataan tentang rasa sakit dan penderitaan yang
dialami selama penyiksaan. Namun pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara
memadai rasa putus asa dan ketakutan yang dialami pada saat-saat diserang dan juga
setalah kejadian semacam itu.

2. Penyiksaan Seksual

Mayoritas korban penyiksaan yang dicatat oleh CAVR adalah laki-laki — sebuah hal
yang sesuai dengan kenyataan bahwa laki-laki berada di garis depan jaringan
perlawanan dan pemberontakan. CAVR mencatat bahwa dalam kasus penyiksaan
12.3% korban adalah perempuan, dalam kasus penahanan 13.9% korban adalah
perempuan dan dalam kasus penganiayaan 7.7% korban adalah perempuan. Dengan
mengingat masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data dengan menunjukkan
jender korban, angka-angka tersebut barangkali lebih rendah daripada yang
sebenarnya. Data lain menunjukkan bahwa perempuan barangkali dipengaruhi oleh
kekerasan secara lebih luas — misalnya, dalam penelitian Hynes et al (2004) pada 288
perempuan, satu dalam empat perempuan Timor Leste melaporkan bahwa mereka
terpengaruh oleh kekerasan selama 1999. Tanpa melihat angka-angka yang telah
dicatat, CAVR dengan jelas menguraikan bagaimana penyiksaan terhadap perempuan
secara umum bersifat seksual. Sebagian laki-laki mengalami kekerasan seksual dan
diperkosa selama penyiksaan tetapi pelaksanaan pelanggaran seksual terhadap
perempuan adalah ‘praktek yang diterima secara luas’ dimana ‘pelaku hampir selalu
terlindung oleh kekebalan hukum’ (CAVR, 2005: Bab 7.7.11)%

Selama penyiksaan seksual, perempuan menghadapi perkosaan, mutilasi alat kelamin,
pemasukan benda (botol, kayu atau ular) ke dalam vagina, alat kelamin dibakar
dengan rokok atau disetrum, dipaksa melakukan tindakan seksual dan diikat pada
laki-laki dalam posisi seksual yang disimulasi. Perempuan hamil sering dipukuli
sampai keguguran. Perempuan juga sering diperkosa oleh beberapa pelaku sekaligus
dan diperkosa selama periode yang berkelanjutan (CAVR, 2005: Bab 7.7.12). Isabel,
yang mengambil peranan terkemuka dalam mengorganisir perempuan dan
memperjuangkan kemerdekaan, menyatakan

Saya ditangkap pada tanggal 10 Februari 1996. Sekitar 10 orang datang
untuk menangkap kami, mereka semua adalah militer Indonesia. Kami
dipaksa tidur bersama banyak militer Indonesia. Saya dapat mengatakan
bahwa ini adalah perkosaan. Mereka membuat kami telanjang dan menyiksa

2 CAVR (2005: Bab 7.7.7) mencatat 853 pelanggaran seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual dan

tindakan kekerasan seksual lainnya.
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kami dengan menyetrum payudara dan kelopak mata kami. Saya sangat
sedih...Saya ditahan selama seminggu dan ketika saya dibebaskan saya
harus melaporkan diri tiga kali seminggu. Pada bulan April, ketika saya
melaporkan diri, saya ditangkap kembali dan ditahan selama lima malam.
Saya disiksa kembali. Pada tahun 1998, saya ditangkap kembali, ditahan
selama seminggu dan diperkosa kembali.

Perempuan sering ditargetkan sebagai ‘korban pengganti’ ketika anggota keluarga
yang laki-laki sedang dicari oleh militer Indonesia. Akibatnya, perempuan ditargetkan
selama operasi militer penting, dan juga apabila mereka dipindahkan (CAVR, 2005:
Bab 7.7.363). Misalnya, Agustinha disiksa setelah pihak militer mengetahui bahwa
suami dan saudara laki-lakinya berada di hutan. Dia berkomentar:

Saya diminta pergi mencari mereka. Karena saya tidak dapat
menemukannya, mereka memukuli saya dan menuangkan air panas pada
badan saya. Mereka membawa saya ke Ermera. Di sana, mereka memukuli
dan menyetrum saya dengan listrik dan membakar saya dengan rokok. Saya
diperkosa sampai anak saya mati...Ibu saya juga dipukuli sampai giginya
rusak dan tangannya patah...Sekarang saya dalam keadaan tidak baik karena
badan saya bengkok semua.

Penyiksaan seksual terhadap perempuan di hadapan orang lain juga dianggap
meningkatkan rasa aib — apalagi bila perempuan diserang di depan umum atau
dipaksa berjalan telanjang melalui desa. Selain ini, seperti halnya dengan laki-laki,
perempuan difoto selama penyiksaan. Foto-foto ini diedarkan antara para anggota
militer Indonesia, seperti ‘kartu rokok’ dan merupakan tanda bukti bahwa unit-unit
tertentu telah melakukan penyiksaan tersebut.

3. Penyiksaan Anak

Pelanggaran semacam ini juga diarahkan pada anak selama penyiksaan dan anak
perempuan yang masih muda dapat menjadi korban perkosaan. Pada umumnya,
korban dalam kasus penyiksaan adalah anak (yang berumur 17 tahun ke bawah)
(CAVR, 2005: Bab 7.8.198). Walaupun anak penduduk sipil sering ditargetkan, oleh
semua pihak, sebagai cara untuk menyakiti anggota keluarganya yang lebih tua, anak
juga ditargetkan. Anak yang berumur 14 atau 15 tahun, sering memberi kontribusi
pada jaringan klandestin dan, oleh karena itu ‘anak ditahan dan kadang-kadang
disiksa sebagai akibat dari kegiatanya sendiri, dan bukan karena ikatan keluarganya’
(CAVR, 2005:; Bab 7.8.220). Selama 1990-an, siswa juga ditargetkan secara tegas —
sebagian anak ditahan berulang kali, pada khususnya ketika ada kunjungan dari orang
asing, dan penyiksaan sering digunakan sebagai jenis perekrutan, untuk ‘mendorong’
anak menjadi informan atau anggota milisi (CAVR, 2005: Bab 7.8.224).

G. Melawan Penyiksaan
Bagian-bagian sebelumnya dalam laporan ini telah menunjukkan bagaimana orang-
orang melakukan atau menjadi korban penyiksaan. Namun, ternyata bahwa banyak

orang menggunakan strategi untuk mengatasi dan menghindari penyiksaan. Bagian
ini menguraikan bagaimana orang-orang Timor Leste menggunakan berbagai macam
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pendekatan untuk menghindari penyiksaan, dan mengatasi kekerasan yang dilakukan
kepadanya, selama dan setelah kejadian itu.

Rupanya salah satu hal yang paling nampak dalam penelitian ini adalah kenyataan
bahwa penyiksaan tidak menghentikan kegiatan politik. Bagi mereka yang menjadi

penyiksaan oleh para petugas Indonesia meningkatkan komitmennya untuk
melanjutkan perlawanan. Selain itu, sebagimana dijelaskan oleh Felisberto, tanpa
pelanggaran tersebut, gerakan perlawanan tidak akan memperoleh momentum yang
diperlukan untuk mencapai kemerdekaan.

Mereka tetap membunuh dan menyakiti kami tetapi kami tetap
memperjuangkan kemerdekaan kami. Yang penting, dan saya tidak
menyangkalnya, kami tidak dapat lakukan yang lain. Saya dapat menikmati
kemerdekaan Timor Leste dan mengucapkan terima kasi kepada mereka
yang melakukan hal yang buruk pada kami, karena kalau mereka tidak
menciptakan kekacauan, kami tidak akan memperoleh kemerdekaan.

Sejak akhir 1980-an, aktivisme politik terhadap pendudukan Indonesia bertambah di
desa dan kota. Para penderita menjelaskan bahwa mereka berhati-hati bila bergerak,
untuk menjamin bahwa mereka tidak meningkatkan kecurigaan bahwa mereka
mempunyai hubungan dengan jaringan klandestin; mereka memakai lambang petugas
Indonesia — mereka mengibarkan bendera Indonesia di demonstrasi dan memberi
kesan bahwa mereka mendukung penjajahan; mereka menyatakan setia pada UDT
atau Apodeti pada kartu pendaftaran; dan, mereka akan bekerja langsung untuk
petugas Indonesia, sebagai penterjemah atau informan, walaupun mempunyai
komitmen untuk melawan pemberi kerjanya.

Tanpa mengurangi arti usaha-usaha tersebut, banyak orang dipenjarakan. Orang-
orang Timor Leste memperoleh sedikit sekali perlindungan dari sistem peradilan
pidana. Persidangan, yang dimaksudkan untuk mempidanakan orang Timor Leste
yang diduga mendukung Fretilin, sering ditutup dan tergantung pada ‘bukti’ dari
sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya (Lawyers Committee for Human Rights,
1993). Hakim Ketua membuka persidangan dengan berbicara panjang-lebar tentang
dukungannya untuk kemajuan Indonesia di wilayah tersebut (ibid). Ada
kemungkinan besar bahwa orang-orang yang dibawa ke hadapan pengadilan akan
diputuskan bersalah dan dipenjarakan.  Selama ditahan, pengeluhan tentang
penyiksaan diberi jawaban yang tidak memuaskan — tidak ada prosedur yang jelas
untuk mendengar keluhan, tidak ada kemandirian yudisial dan investigasi dilakukan
oleh polisi Indonesia (ibid).

Selama periode pemenjaraan, yang dapat berlangsung selama beberapa hari atau
beberapa tahun, orang-orang Timor Leste mengambil tindakan untuk menjamin
pembebasannya atau membantu diri sendiri dan orang lain. Misalnya, anggota
klandestin menggunakan taktik untuk mengkontrol apa yang dikatakan atau tidak
dikatakan selama penyiksaan. Banyak penderita berbohong agar dibebaskan.
Demikian pula, mereka yang ditahan bersama berusaha untuk melakukan usaha
bersama untuk mengkontrol informasi. Felisberto menceritakan penyiksaannya:
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Kamarnya sebesar meja kopi. Kami semua berdiri, tidak ada tempat untuk
duduk. Seorang laki-laki membuka celananya karena begitu panas di
dalam. Saya membuka kemeja. Kami hanya berdiri di situ sepanjang
malam. Pada pagi hari saya pikir lebih baik mati daripada hidup dalam
kondisi seperti itu. Paling tidak kami dapat melakukan sesuatu. Satu laki-
laki menangis dan saya beritahu dia untuk jangan sebutkan nama orang
lain. Saya tahu bahwa kami tidak boleh mengungkapkan sesuatu kepada
mereka. Kami tetap dalam kamar itu dari tanggal 18 sampai 25 Desember
1991.

Penderita lain menggunakan penahanannya untuk membuat petugas Indonesia
‘memihak mereka’ dengan menjelaskan tujuan dari perjuangan kemerdekaan.
Sebagai jawaban kepada petugas Indonesia yang menyatakan bahwa dia adalah
komunis, Alerico menyatakan

Kami adalah Fretilin dan bukan komunis. Fretilin membela kemerdekaan
seperti anda melawan orang Belanda pada 1945. Kami menginginkan hal
yang sama.

Selama penahanan, para korban akan merasa senang jika mendapatkan berita atau
mendengar tentang dukungan yang diberikan dari luar. Ternyata bahwa para
pemimpin keagamaan menjalankan peranan penting untuk mendukung dan
mendorong para tahanan agar tetap berani dalam keadaannya. Manuel
menggambarkan salah satu kunjungan:

Saya tidak takut. Namun, kami dikunjungi oleh Uskup Martinho dari Dili
dan ketika dia tiba kami semua menangis. Dia bertanya apakah kami telah
makan dan kami semua menjawab ‘iya’. Kalau kami mengatakan ‘tidak’
kami pasti akan dipukuli setelah dia berangkat. Dia mengatakan, ‘bertahan
dengan rasa bangga, Timor adalah milik anda’. Dia mendorong kami. Jadi
dari saat itu kami tidak takut untuk mati walaupun mereka memukuli kami.

Demikian pula, berita bahwa perjuangan Timor Leste diberi pengakuan internasional
membantu orang-orang menangani situasinya. Seperti dijelaskan oleh Isabel:

Saya dengar tentang Hadiah Nobel dan saya sangat senang. Hal ini
memberi harapan kepada saya dan membantu saya menahan rasa sakit.

Namun, kadang-kadang para penderita menghadapi rasa putus asa yang akut. Banyak
penderita mengatakan bahwa mereka harus menyiapkan diri untuk mati selama
ditahan, karena banyak orang dibunuh, atau diancam akan dibunuh selama
penyiksaan. Manuel berkomentar:

Salah satu saudara laki-laki saya mati sebagai akibat penyiksaan, dia
dipukuli sampai mati...serdadu Indonesia tidak memperlakukan kami seperti
manusia...Tidak pernah ada penghormatan, dan mereka memukuli orang
sampai mati. Mayoritas teman saya dibunuh. Serdadu Indonesia mengatakan
bahwa kami seperti anjing dan akan mati seperti anjing.

| Sedangkan Felismeno mengingat:
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Pada saat itu, tidak ada pilihan kecuali mati demi kemerdekaan karena
banyak orang dibunuh jadi kami tidak dapat mundur. Untuk mencapai
tujuan kami, orang harus mati.

Namun para tahanan berusaha untuk menghindari kematian dan mencoba untuk
dibebaskan lebih awal dari pemenjaraannya melalui berbagai cara. Para tahanan
kadang-kadang dapat membayar untuk dibebaskan dari penjara, dan maka
menghindari penyiksaan, dengan uang, koin antik atau barang lain yang berharga.
Sebaliknya, apabila seorang yang dapat dipercaya siap menyatakan bertanggungjawab
atas tahanan, pembebasan juga dapat diberikan.

Para tahanan juga dapat ‘menyerahkan diri pada pihak lawan’ untuk menjadi pekerja
untuk otoritas Indonesia. Kalau korban setuju atas hal ini, mereka diharuskan untuk
melaporkan diri (dimana mereka harus melaporkan diri kepada militer lokal beberapa
kali seminggu) dan akan melakukan pekerjaan seperti memelihara, membersihkan
atau memasak bagi staf Indonesia. Atau sebaliknya, para tahanan dapat setuju untuk
menjadi penterjemah, intel atau informan. Tentu saja, sebagaimana dicatat oleh
penderita, jika hal ini terjadi, masih ada pilihan untuk memberi informasi palsu
kepada petugas Indonesia. Ketika dia ingin pura-pura bekerja untuk militer
Indonesia, Alerico diberitahu oleh seorang komandan Fretilin:

Anda dapat menerima pekerjaan kalau mereka menawarkannya kepada anda
dan harap selalu bekerja sama dengan mereka dan anda dapat memberitahu
kami kalau anda mendengar sesuatu. Namun, anda harus menyadari tiga
prinsip: pertama, jangan menghianati negara kita; kedua, jangan melaporkan
tentang satu sama lain; dan ketiga, jangan mengungkapkan rahasia anda.

Pada dasarnya, para korban Timor Leste menggunakan berbagai strategi untuk
mengatasi atau menghindari penahanan, penyiksaan dan penganiayaan. Dalam hal
ini, korban tersebut tidak pernah menjadi ‘korban sejati’. Selama mereka bebas,
sebagian besar orang-orang tersebut melakukan tindakan ‘pemberontakan’ atau
mendukung gerakan kemerdekaan. Selama penahanan, perjuangan aktif tersebut
dilanjutkan, seringkali dalam keadaan yang sangat parah.

H. Pikiran Para Penderita tentang Mekanisme Peradilan

Selama 1999, PBB membentuk ‘Komisi Penyelidikan Internasional’ untuk menilai
keadaan di Timor-Leste. Dalam laporannya yang dikeluarkan pada Januari 2000, para
anggota Komisi menyampaikan bahwa para korban Timor Leste ‘seharusnya jangan
dilupakan dalam banyaknya usaha untuk mendefinisikan kembali hubungan di
wilayah itu, dan [bahwa] hak asasi manusia mereka berhubungan dengan keadilan,
kompensasi dan kebenaran harus dihormati sepenuhnya’ (UN, 2000:146).
Tanggungjawab untuk memperhatikan persoalan tersebut, menurut Komisi, berada di
tangan PBB dan mereka merekomendasi pembentukan pengadilan internasional untuk
Timor-Leste. Tanpa mengurangi arti instruksi tersebut, PBB mendukung pemerintah
Indonesia untuk menuntut orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran, di
Indonesia (lihat Hirst dan Varney, 2005). Sekrataris-Jenderal, Kofi Annan,
menyatakan bahwa usaha ini akan ‘dipantau secara ketat’ untuk menjamin bahwa
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pengadilan tersebut dapat dipercaya dan mencerminkan standar hak asasi manusia
(Burgess, 2004:135).

1. Pengadilan AdHoc di Jakara ~ { Formattea: rignight
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